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Pendahuluan

Kualitas Demokrasi di Indonesia diperkirakan akan menurun di tahun 2021. Setelah melakukan 
kajian terhadap tiga laporan utama yakni 2020 The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi 
Indonesia 2019, dan 2021 Democracy Report, ketiga laporan tersebut menunjukkan kalau kualitas 
demokrasi telah menunjukkan adanya pengurangan siginifikan yang tidak hanya menyentuh aspek 
kebebasan sipil dan pluralisme, namun juga fungsi pemerintahan.1 Secara lebih spesifik, laporan The 
Economist Intelligence Unit (EIU) dan Indeks Demokrasi Indonesia menggarisbawahi menurunnya 
kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai pangkal utama menurunnya kualitas demokrasi 
Indonesia.2  Laporan EIU menempatkan Indonesia pada urutan 64 dari 167 negara, sedangkan laporan 
Indeks Demokrasi Indonesia memperlihatkan turunnya skor indeks kebabasan berpendapat yang 
semula 66,17 di tahun 2018 menjadi 64,29 di tahun 2019.1 Adapun laporan  2021 Democracy Report 
menempatkan Indonesia pada urutan 73 dari 179 negara dalam hal kebebasan dalam demokrasi.2  
Secara ringkas, ketiga laporan demokrasi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam pola demokrasi 
Indonesia yang semula adalah demokrasi elektoral menuju pada “demokrasi yang cacat”. Pemahaman 
mendasar dari pergeseran ini adalah pemilu tidaklah menjamin akan melahirkan para pimpinan yang 
mampu menyejahterakan rakyat.3

Adanya pandemi covid-19 ini telah memberikan dampak luar biasa terhadap sektor sosial dan 
ekonomi. Dampak pandemi dalam kedua sektor tersebut telah memberikan adanya situasi yang tidak 

1	  Mohon untuk membaca laporan dari  The Economist Intelligence Unit, ‘Democracy Index 2020 In Sickness and in 
Health?’ dan  Badan Pusat Statistik, ‘Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019’ untuk informasi lanjutan.
2	  Mohon untuk membaca V-Dem Institute, ‘Autocratization Turns Viral: Democracy Report 2021’ untuk informasi lan-
jutan.
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menentu dalam demokrasi di Indonesia sekarang ini. Secara lebih khusus, selain halnya kebebasan 
menurun yang berkembang menjadi praktik intoleransi, yang paling krusial adalah inkonsistensi 
dalam pemerintahan yang diakibatkan oleh para perilaku elit politik.  Persoalan inkonsistensi dan 
juga intoleransi ini secara ringkas mencakup tiga poin utama, yakni semakin kuatnya pengaruh 
militer dalam ruang-ruang sipil, segregasi sosial berbasis identitas ideologi, dan juga dinasti politik?. 

Analisis

Hal pertama yang penting untuk dicatat dalam menurunnya kualitas demokrasi adalah menguatnya 
peran aktif militer dalam peran sipil. Dibandingkan dengan Presiden SBY, Presiden Jokowi sangat 
mengandalkan peran aktif militer dalam berbagai sektor publik.4 Faktor tersebut bisa terlihat 
dari berbagai macam sektor mulai dari pertanian, penanggulangan bencana alam,  keamanan 
transportasi publik, dan menjadi bagian penting dari satuan tugas covid-19.5 Terlepas dari sekian 
banyak kontribusi aktif militer, dalam berbagai hal tertentu, kecenderungan Presiden Jokowi untuk 
merehabilitasi perekonomian dengan cepat ini telah menempatkan tantara sebagai bagian penting 
dalam menciptakan tata tertib sosial. Namun demikian pengerahan militer untuk melakukan intervensi 
lebih jauh ke penegakan tata tertib ini kontradiktif dengan adanya prinsip netralitas tantara yang 
idealnya fokus kepada masalah pertahanan. Secara lebih lanjut, prakiraan adanya peran intelijen 
dalam mengawasi akun sosial media serta intimidasi lewat nomor tidak dikenal ditujukan kepada 
mereka yang vokal terhadap kebijakan pemerintahan sekarang. Kondisi ini menunjukkan kalau 
tantara dan polisi kini secara ketat mengawasi adanya interaksi sosial dalam dunia maya maupun 
dunia nyata. Hal ini yang sekiranya bisa berdampak pada turunnya kualitas demokrasi.

Hal kedua adalah semakin menguatnya hubungan tidak harmonis antara kubu nasionalis-pluralis 
dengan konservatif yang kemudian memicu adanya sentiment polarisasi. Sebelum adanya pandemi,  
relasi kedua  kubu ini sebenarnya telah berada dalam posisi bersebrangan karena perbedaan 
preferensi politik dan ketiadaan akomodasi dari pemerintah inkumben terhadap kubu konservatif. 
Hal inilah kemudian berlanjut manakala terdapat rangkaian perilaku non-akomodatif selama 
masa pandemi misalnya saja pembubaran FPI maupun juga labelisasi “teroris” yang terkadang 
salah konteks.  Adapun kubu Pemerintahan Presiden Jokowi yang banyak didukung oleh kubu 
nasionalis-pluralis sendiri telah tidak banyak memberikan akomodasi politik terhadap kubu islamis. 
Ketiadaan akomodasi politik yang seimbang itulah menyebabkan adanya gelombang kedengkian 
dan kemarahan politis.  Hadirnya Habib Rizieq Shihab beserta para pengikutnya telah banyak diakui 
sebagai poros utama oposisi politik terhadap Presiden Jokowi. Habib Rizieq sendiri dengan cepat 
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bisa mendapatkan popularitas dengan menyedikan Islam sebagai alat politik oposisi sebagai payung 
besar oposisi. Secara ideal, adanya identitas ideologi tersebut adalah bagian cari check and balances 
dalam pemerintahan demokratis. Akan tetapi cara Presiden Jokowi dalam memperlakukan lawan 
politiknya itu sebenarnya menunjukkan adanya prinsip Jawa bahwa matahari itu tidak boleh kembar. 
Artinya, Presiden Jokowi entah itu akan merangkul atau bahkan mengeliminasi lawan politiknnya. 
Praktik terakhir ini yang tentunya berlawanan terhadap demokrasi yang perlu adanya oposisi sebagai 
penyeimbang.

Adanya pandemi sekarang ini justru menjadi anugerah di balik musibah bagi koalisi Presiden Jokowi 
untuk mengeliminasi lawan-lawan politiknya dengan berlandaskan pada aturan protokol kesehatan.6  
Selain halnya Habib Rizieq dan para pengikutnya, hal ini juga berdampak pada aktivis mahasiswa yang 
tidak sependapat dengan berbagai macam undang-undang terbaru misalnya revisi UU KPK dan UU 
Cipta Lapangan Kerja. Semakin kuatnya tekanan politik namun semakin akomodatif bagi pendukung 
Jokowi dalam penegakan aturan protokol kesehatan selama masa pandemi berpotensi membuat 
lawan-lawan politik Presiden Jokowi akan semakin terkonsolidasi. Disinyalir kemungkinan adanya 
huru hara politik akan terjadi di ruang publik. Dengan semakin kuatnya warna identitas ideologi yang 
ada antara pendukung dan lawan politik Presiden Jokowi akan sekiranya membuat instabilitas dalam 
proses pemerintahan dan juga rusaknya nilai-nilai plualisme kebhinekaan.7

Hal ketiga yakni masalah favoritisme politik yang berkembang menjadi tendensi dinasti politik 
menjadi sinyalemen pamungkas adanya kemunduran dalam demokrasi. Pandemi sekarang ini telah 
memberikan legitimasi luar biasa bagi penguasa untuk melakukan segala daya dan upaya dalam 
mengatasi persoalan tersebut. Hal ini yang kemudian berdampak pada menguatnya ketergantungan 
yang kemudian terkonversi menjadi dukungan publik kepada petahana.8  Oleh karena itulah, pemilu 
kemudian ajang legitimasi bagi penguasa dan keluarganya bahwa kapabilitas dalam soal pandemi 
ini memberikan sinyal positif terhadap elektabilitas calon dari keluarga inti.  Persoalan ini sebenarnya 
adalah masalah klasik ketika peran partai politik telah berkurang drastis sementara faktor personalisasi 
tokoh semakin menguat.9  Semakin penting dan berakarnya personalisasi politik ini berdampak pada 
sikap lebih mengutamakan / memfavoritkan anggota keluarga inti sebagai penggantinya. Menurut 
data yang dhimpun dari KPU, telah ada 16 pasangan kandidat kepala daerah yang memiliki hubungan 
kekerabatan dengan elit politik petahana di Jakarta. Hal ini termasuk pula terpilihnya Bobby Nasution 
selaku menantu Presiden Jokowi menjadi Walikota Medan dan Gibran Rakabuming Raka selaku putra 
sulung Presiden Jokowi sebagai Walikota Solo.10
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Meskipun favoritisme politik lewat hubungan darah ini tidak selalu mengarah pada jalan menuju 
politik kekuasaan formal, setidaknya bisa menjadi refleksi bersama kalau nuansa politik Indonesia 
sendiri masih diwarnai dengan adanya persoalan kandidasi yang harus didukung oleh sumber 
material melimpah dan relasi hubungan personal dengan elit. Pola kekeluargaan dan transaksional 
ini yang nantinya membuat adanya sistem warisan kekuasaan. Hal ini yang sekiranya berdampak 
pada distribusi barang publik yang tidak merata. Adanya pandemi sekarang justru menjadi anugerah 
bagi mekanisme pelanggengan kekuasaan berbasis relasi keluarga dalam demokrasi. Kondisi sosial 
dan ekonomi yang masih belum menentu dan belum stabil menjadi celah legitimasi bagi para 
petahana mencalonkan para anggota keluarganya. Mekanisme bantuan sosial agaknya kemudian 
ditelikung sebagai ajang kampanye meraih simpati. Hal ini secara umum menunjukkan kalau efek 
ekor jas dengan mengandalkan kharisma elit itu adalah parameter utama dimana masih belum 
kuatnya sektor pemerintahan.

Simpulan

Secara umum, ketiga faktor yang telah kita bahas sekiranya menjadi kontributor utama dalam 
turunnya kualitas demokrasi di tahun 2021.  Secara jelas, kita bisa melihat cara pemerintah merespon 
pandemi itu justru malah berbuah semakin rakusnya elit politik dan semakin irasional anggota 
masyarakat dalam mematuhi aturan. Oleh karena itulah, adanya ketiga faktor di atas menjadi alasan 
penting adanya estimasi semakin turunnya kualitas demokrasi Indonesia.
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